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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Pasal 945 KUHPerdata mensyaratkan surat wasiat dalam bentuk 

akta otentik. Hanya saja, ketentuan tersebut menjadi tidak relevan lagi 

apabila dikaitkan dengan syarat formil mengenai bentuk surat wasiat, 

karena ketentuan Pasal 945 KUHPerdata juga mengharuskan WNI untuk 

menaati ketentuan formil dari hukum negara di tempat surat wasiat dibuat. 

Untuk itu, penulis mencoba menafsirkan syarat akta otentik ini sebagai 

syarat esensial agar menjamin kepastian hukum bagi pewaris dan juga ahli 

waris ketika membuat surat wasiat di luar negeri. 

 

Syarat dalam Pasal 945 KUHPerdata, apabila ditafsirkan sebagai 

syarat esensial harus disertai dengan perubahan frasa “akta otentik” dengan 

akta lain yang sifatnya khusus mengenai surat wasiat di luar negeri, agar 

dapat dibedakan antara akta otentik yang dimaksud dalam KUHPerdata dan 

akta khusus sebagai syarat untuk pembuatan surat wasiat di luar negeri. 

Perubahan ini diperlukan karena unsur-unsur akta surat wasiat di luar negeri 

harus memiliki unsur yang lebih luas karena sifatnya yang transnasional 

agar dapat dipenuhi oleh WNI di negara asing berdasarkan hukum di negara 

tempat surat wasiat dibuat, sehingga WNI menjadi lebih mudah untuk 

membuat surat wasiat di luar negeri tanpa harus mencari konsulat-konsulat 

RI di luar negeri. Ketika pasal 945 KUHPerdata ditafsirkan sebagai syarat 

esensial, maka pasal ini menjadi ketentuan yang tidak dapat disimpangi 

namun tetap dapat dilaksanakan di luar negeri. 

Lalu, mengenai hukum apa yang seharusnya diberlakukan untuk 

menentukan keabsahan surat wasiat yang di buat WNI di luar negeri adalah 

hukum dari negara tempat surat wasiat dibuat. Hal ini didasarkan pada 

kaidah HPI Indonesia dalam pasal 18 AB dengan asas lex loci actus yang 

mengatur mengenai perbuatan hukum dalam konteks HPI. Namun dalam 
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KUHPerdata juga diatur mengenai pembatasan-pembatasan terhadap isi 

dari surat wasiat yang dibuat oleh WNI, serta syarat akta otentik dalam pasal 

945 KUHPerdata. Hal ini menunjukkan bahwa keabsahan surat wasiat yang 

dibuat oleh WNI di luar negeri tidak serta merta diatur hanya berdasarkan 

hukum negara di tempat surat wasiat dibuat (pasal 18 AB), namun juga 

diatur berdasarkan Asas Nasionalitas/ Lex Patriae (pasal 16 AB) mengenai 

status personal pewaris yang sifatnya ekstrateritorial sehingga hukum 

kewarganegaraan orang itu akan terus melekat kepada pewaris kemanapun 

ia pergi. 

Dalam kaidah HPI Indonesia yang berlaku saat ini tidak 

menyebutkan secara gamblang hukum negara mana yang harus 

diberlakukan untuk masalah keabsahan surat wasiat di luar negeri, baik 

mengenai syarat formal dan syarat materil. Namun apabila dibandingkan 

dengan draft RUU HPI Tahun 2022, ternyata sudah diatur lebih rinci 

mengenai pewarisan berdasarkan surat wasiat. Dalam draft RUU HPI tahun 

2022 pasal 44 ayat (1), tertulis bahwa “pewarisan yang dilaksanakan 

berdasarkan surat wasiat harus memenuhi syarat materiil dan syarat 

formil.” RUU HPI sebagai hukum yang akan datang sudah dengan jelas 

menyatakan bahwa syarat materiil dan syarat formil dalam surat wasiat 

harus dipenuhi. Syarat materiil surat wasiat yang dimaksud dalam ayat ini 

tunduk pada hukum yang berlaku atas status personal pembuat wasiat, 

sedangkan syarat formil surat wasiat tunduk pada hukum negara tempat 

surat wasiat dibuat. Dengan kata lain suatu surat wasiat yang dibuat di luar 

negeri akan sah selama isi dari surat wasiat tersebut tidak melanggar 

ketentuan Undang-Undang di Indonesia dan tidak melanggar syarat formil 

berdasarkan hukum tempat surat wasiat dibuat. 

Jadi, dalam konteks pengakuan dan pelaksanaan terhadap surat 

wasiat yang dibuat di luar negeri, apabila isi surat wasiat tersebut akan 

dieksekusi di Indonesia, maka hakim harus menggunakan hukum Indonesia 

untuk memeriksa keabsahan syarat materil dari surat wasiat, bukan hanya 

menggunakan hukum dari tempat surat wasiat dibuat. Apabila isi dari surat 
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wasiat tersebut tidak melanggar syarat materil dan syarat formil, tidak 

melanggar konsep ketertiban umum dan konsep kaidah hukum memaksa 

seperti UU Agraria, syarat pasal 945 KUHPerdata, maka hakim harus 

mengakui dan menerima surat wasiat tersebut. Namun ketika dikaitkan 

kembali dengan pasal 945 KUHPerdata, perlu ada perubahan dan perluasan 

sebagaimana telah dibahas sebelumnya agar dapat dilaksanakan oleh WNI 

di luar negeri. 

 

5.2 Saran 

1. Berkenaan tentang syarat pembuatan surat wasiat bagi WNI di luar 

negeri yang diatur dalam pasal 945 KUHPerdata, penulis berpendapat 

bahwa sebaiknya Pemerintah memperbaharui Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata dengan membuat ketentuan yang lebih rinci dan spesifik 

terkait syarat pembuatan surat wasiat bagi WNI di luar negeri. 

Setidaknya memperbaiki aturan dalam pasal 945 KUHPerdata dengan 

merombak ketentuan akta otentik agar menjadi akta surat wasiat yang 

sifatnya lebih luas daripada akta otentik yang ditentukan dalam 

KUHPerdata, agar dapat dilaksanakan isi dari pasal tersebut oleh WNI 

di luar negeri dengan sistem hukum yang berbeda sehingga tercipta 

kepastian hukum bagi pewasiat, ahli waris, dan penegak hukum dalam 

menggunakan pasal ini. 

 

2. Sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan Indonesia 

yang mengatur kaidah HPI secara lengkap, sehingga memunculkan 

permasalahan berkenaan tentang hukum yang seharusnya diberlakukan 

untuk menentukan keabsahaan surat wasiat yang dibuat di luar negeri. 

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa sebaiknya RUU HPI segera 

disahkan agar kaidah HPI dalam menentukan hukum yang seharusnya 

diberlakukan untuk memeriksa syarat formil dan syarat materil dari 

surat wasiat menjadi lebih jelas dan spesifik mengingat kaidah HPI yang 

berlaku saat ini masih sangat umum.  
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